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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

يسُْرًا   الْعسُْرِ  مَعَ  فَاِن    

“Then indeed with difficulties there is ease” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Keberhasilan suatu proses persidangan dapat diukur dari proses pembuktian 

salah satunya pada pembuktian keterangan saksi. Hakikat dari pembuktian 

dalam hukum pidana adalah pemanfaatan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana 

diatur oleh undang-undang untuk menentukan apakah terdapat kesalahan pada 

pihak terdakwa. Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran terkait 

tuduhan yang diajukan, sehingga hakim dapat memutuskan dengan adil 

berdasarkan bukti yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti 

yang dianggap sah dalam proses pembuktian meliputi beberapa jenis, yaitu:1  

1. Keterangan saksi: Merupakan informasi atau penjelasan yang diberikan oleh 

seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa terkait;  

2. Keterangan ahli: Berupa pendapat atau analisis dari seseorang yang memiliki 

keahlian khusus dalam bidang tertentu terkait kasus tersebut. 

3. Surat: Merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan perkara; 

4. Petunjuk: Merupakan bukti tidak langsung yang dapat mengarahkan pada 

suatu kesimpulan; dan  

 
1 Erni Dwita Silambi dan Salvadoris Pieter, “Pembuktian dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Udang-Undang Hukum Pidana,” Jurnal Restorative 

Justice (Mei 2019), Vol. 03, No. 01. hlm 82. Diakses Pada View Of Pembuktian Dalam Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (unmus.ac.id) 

04 September 2024. 

https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940/2670
https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940/2670
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5. Keterangan terdakwa: Yaitu pernyataan yang diberikan oleh terdakwa sendiri 

selama proses pemeriksaan. Kombinasi dari berbagai alat bukti ini membantu 

membentuk gambaran yang komprehensif mengenai peristiwa yang 

diperkarakan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.2 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.3 Pada 

memeriksa kebenaran dari keterangan saksi, hakim perlu secara teliti 

mempertimbangkan beberapa aspek:  

1. Keselarasan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi 

lainnya;  

2. Hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;  

3. Alasan yang mungkin mendorong saksi untuk memberikan keterangan 

tertentu; dan  

4. Latar belakang kehidupan dan moral saksi serta faktor-faktor lain yang 

dapat memengaruhi apakah keterangan tersebut layak dipercaya.4 

 
2 Fachrul Rozi, “Sistem   Pembuktian   Dalam   Proses   Persidangan   Pada   Perkara Tindak 

Pidana,” Jurnal Yuridis UNAJA (Desember 2018), Vol. 01, No. 02 hlm. 22. Diakses Pada Sistem 

Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana - Neliti 01 September 2024. 
3 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN 

NO. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602, Ps. 1 ayat 1. 
4 Remincel, “Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana,” Jurnal Ensiklopedia (Januari 2019), 

Vol. 01, No. 02. hlm. 269. Diakses Pada Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana - Neliti 01 

September 2024.  

https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana
https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana
https://www.neliti.com/publications/271802/kedudukan-saksi-dalam-hukum-pidana
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 Pada proses penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga 

pembuktian di persidangan, peran dan kehadiran saksi sangatlah vital. 

Keterangan saksi sering kali menjadi elemen kunci dalam mengungkapkan 

kasus pidana. Untuk memastikan bahwa tuntutan jaksa dan rasa keadilan di 

masyarakat terpenuhi, penting bagi semua pihak, terutama penegak hukum, 

untuk setuju bahwa saksi, khususnya saksi pelapor, harus dilindungi. 

Perlindungan ini penting karena mendukung upaya penegakan hukum dan 

keadilan dalam masyarakat. Signifikansi peran saksi dalam proses peradilan 

pidana juga telah ditegaskan dalam Pasal 184 hingga 185 KUHAP.5 

Keterangan saksi menjadi penting dan krusial untuk mengungkapkan suatu 

perkara sehingga seorang saksi harus dilindungi oleh hukum dan undang-

undang yang ada. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah peraturan 

yang mengubah dan memperkuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini berfokus pada perlindungan 

hukum bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi ahli dalam proses peradilan. 

Selain undang-undang yang mengatur, terdapat Lembaga yang melindungi 

keberadaan saksi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. 

Keberadaan LPSK yang dibentuk pada bulan Agustus tahun 2008 dalam ranah 

 
5 Tiovany A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam 

Proses Pidana Menurut KUHAP”Lex Privatum (April 2016), Vol. 04,No. 04. hlm. 34. Diakses Pada 

peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap | 

Lex Privatum (unsrat.ac.id) 01 September 2024. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990
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penegakan hukum dan sistem peradilan pidana secara perlahan-lahan mulai 

dirasakan.6  

  Pada hukum dan praktinya di Indonesia, saksi memiliki banyak macam, 

seperti saksi biasa, saksi pelaku, saksi pelapor, dan lain-lain yang dikenal 

dengan istilah lain. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau 

terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu 

tindak pidana dalam kasus yang sama.7 Menurut Pasal 1 ayat 4, Pelapor adalah 

orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak 

hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.8  

 Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower menjadi istilah 

bagi saksi-saksi di Indonesia.  Justice Collaborator di Indonesia baru-baru ini 

terdengar karena keberadaan Bharada Richard Eliezer dalam kasus 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Keberadaan Justice 

Collaborator yang diperankan oleh Bhharada E membuat orang-orang 

mengetahui apa itu Justice Collaborator. Justice Collaborator merupakan 

seorang saksi yang bekerja sama dengan pihak terkait yang merupakan salah 

satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, meskipun 

bukan pelaku utama, dan memberikan kesaksian dalam proses pidana. Justice 

 
6 Lies Sulistiani, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban; Telaan pada Regulasi, 

Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia, 

(Bandung:PT Refika Aditama, 2023), hlm. 110.  
7 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN 

NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602, Ps. 1 ayat 2. 
8 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN 

NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602, Ps. 1 ayat 4. 
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collaborator ini dalam perkembangannya memerlukan perhatian serius karena 

saksi tersebut memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus yang 

sulit dipecahkan oleh aparat penegak hukum. Peran penting dari Justice 

collaborator tersebut meliputi pengungkapan tindak pidana atau pencegahan 

terjadinya tindak pidana, pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, 

serta memberikan informasi kepada penegak hukum dan kesaksian dalam 

proses peradilan.9 

  Saksi mahkota dalam bahasa Belanda disebut Kroon Getuige  adalah 

seorang tersangka atau terdakwa yang diangkat menjadi saksi untuk 

memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lainnya dalam kasus 

yang sama.10 Dengan kata lain, ketika seseorang dijadikan saksi mahkota, 

pihak berwenang menerapkan metode yang dikenal dengan nama Splitsing atau 

Pemecahan Perkara Pidana. Metode ini memungkinkan satu perkara pidana 

yang melibatkan beberapa tersangka untuk dipecah menjadi beberapa kasus 

terpisah, di mana salah satu terdakwa bisa dimanfaatkan sebagai saksi untuk 

memberikan bukti terhadap terdakwa lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa 

penggunaan saksi mahkota tidak berlaku untuk semua jenis perkara pidana. 

Hanya dalam kasus tindak pidana penyertaan, di mana ada lebih dari satu 

 
9 Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih, “Analisis Kebijakan Kedudukan Justice 

Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi,” Bureaucracy Journal (April 2023), 

Vol. 03, No. 01. hlm. 315. Diakses Pada view Of Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator 

Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi (gapenas-publisher.org) 19 Agustus 2024. 
10 Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia Dewi dan I Made Minggu 

Widyantara, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia,” 

Jurnal Preferensi Hukum (Juli 2023), Vol 04, No. 01. hlm. 127. Diakses Pada View of Kedudukan 

Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia (warmadewa.ac.id) 01 

September 2024. 

https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/183/202
https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/183/202
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individu yang terlibat secara bersama-sama dalam melakukan suatu kejahatan, 

penggunaan saksi mahkota dianggap relevan dan sah secara hukum. Pada 

konteks ini, saksi mahkota berfungsi sebagai alat penting untuk mengungkap 

lebih dalam keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindak pidana, sehingga 

memudahkan penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatan dan 

mencapai putusan yang adil bagi semua yang terlibat. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa saksi mahkota juga merupakan tersangka dari perkara yang 

dilakukan.11  

Saksi mahkota menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 

K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 adalah teman terdakwa yang melakukan 

tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan 

dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena 

kurangnya alat bukti.12 Keputusan untuk menjadikan seorang tersangka atau 

terdakwa sebagai saksi mahkota merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum. 

Hak ini diberikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), khususnya Pasal 142, yang menyatakan: "Jika penuntut umum 

menerima berkas perkara yang mencakup beberapa tindak pidana yang 

dilakukan oleh beberapa tersangka, dan kasus tersebut tidak termasuk dalam 

 
11 Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi 

(Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana” Lex Jurnalica 

(Desember 2015), Vol. 12, No. 03. hlm. 227. Diakses Pada 147047-ID-kedudukan-terdakwa-

sebagai-saksi-saksi-m.pdf (neliti.com) 01 September 2024. 
12 Hidayatullah, Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan 

Pidana. (Jawa Timur:Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 43.  

https://media.neliti.com/media/publications/147047-ID-kedudukan-terdakwa-sebagai-saksi-saksi-m.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/147047-ID-kedudukan-terdakwa-sebagai-saksi-saksi-m.pdf
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ketentuan Pasal 141, maka penuntut umum dapat memisahkan penuntutan 

terhadap masing-masing terdakwa."13 

Pasal 142 ini mengacu pada asas oportunitas, yang memberi wewenang 

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap terdakwa di 

pengadilan dan menentukan saksi yang akan dihadirkan. Ketentuan mengenai 

saksi mahkota, yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang sesuai dengan 

asas oportunitas ini, harus diajukan oleh penuntut umum kepada hakim. 

Penuntut umum yang memutuskan apakah seorang terdakwa akan dijadikan 

saksi mahkota atau tidak.14 

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan atau mengungkapkan 

tindakan ilegal, tidak etis, atau tidak benar yang terjadi di dalam suatu 

organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya.15 

Whistleblower biasanya merupakan orang dalam organisasi tersebut yang 

memiliki akses terhadap informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran, 

seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya, dan pihak tersebut 

memutuskan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, 

media, atau publik. Tujuan dari tindakan Whistleblower biasanya adalah untuk 

 
13 Desi Rakhmawati, Habibi Rahman dan Lilik Purwastuty, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” PAMPAS: Journal of Criminal 

Law (April 2020), Vol. 01, No. 03. hlm 124. Diakses Pada https://shorturl.at/Nzars  01 September 

2024.  
14 Ibid., hlm. 125. 
15 Mhd. Hasbi, “Kedudukan Hukum Whistleblower dalam Perspektif Hukum Pidana di 

Indonesia,” UNNES Legal Review (Juni 2023), Vol. 05, No. 04. hlm 4809. Diakses Pada View of 

Kedudukan Hukum Whistle Blower Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (review-

unes.com) 19 Agustus 2024. 

https://shorturl.at/Nzars
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1803/1465
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1803/1465
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1803/1465
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menghentikan pelanggaran yang terjadi dan mempromosikan transparansi dan 

akuntabilitas.16  

Berdasarkan definisi Whistleblower yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa kesaksian atau laporan yang diberikan oleh seorang 

Whistleblower memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam upaya 

melawan berbagai bentuk kejahatan serius. Laporan-laporan yang dihasilkan 

oleh Whistleblower memainkan peran penting dalam mengungkap kejahatan 

yang sering kali tersembunyi dan sulit diungkapkan, seperti tindak pidana 

pencucian uang, korupsi, pembunuhan berencana, serta kejahatan-kejahatan 

lain yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime). 

Kejahatan-kejahatan ini biasanya melibatkan individu atau kelompok yang 

memiliki kedudukan, kekuasaan, atau akses terhadap sumber daya yang 

memungkinkan untuk menyembunyikan jejak kejahatan dengan sangat baik. 

Oleh karena itu, keberadaan seorang Whistleblower sering kali dianggap 

sebagai ancaman serius bagi organisasi, perusahaan, atau para pelaku kejahatan 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Whistleblower untuk 

mengungkap berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di dalam 

suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun swasta.17 

 
16 Ibid., hlm. 4806. 
17 Yopi Gunawan, “Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) 

Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Law Review (Maret 2019), Vol. 

18, No. 03. hlm. 270. Diakses Pada peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap 

Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (researchgate.net) 03 

September 2024. 

https://www.researchgate.net/publication/344710422_PERAN_DAN_PERLINDUNGAN_WHISTLEBLOWER_PARA_PENGUNGKAP_FAKTA_DALAM_RANGKA_MEMBERANTAS_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_DI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/344710422_PERAN_DAN_PERLINDUNGAN_WHISTLEBLOWER_PARA_PENGUNGKAP_FAKTA_DALAM_RANGKA_MEMBERANTAS_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_DI_INDONESIA


9 

 

 
 

Whistleblower sering kali memiliki akses langsung ke informasi-informasi 

penting yang dapat mengungkap praktik ilegal, tidak etis, atau melanggar 

hukum yang dilakukan oleh individu-individu berpengaruh dalam sebuah 

organisasi. Dengan memberikan informasi yang biasanya sulit diakses oleh 

penegak hukum, Whistleblower menjadi sumber daya yang sangat berharga 

dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana. Laporan seorang 

pelapor tidak hanya membantu membuka kedok berbagai kejahatan yang 

tersembunyi, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sistemik 

dalam cara organisasi dan perusahaan beroperasi, sehingga dapat mencegah 

terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.18 

Beberapa kasus-kasus di Indonesia ada yang melibatkan peran Justice 

Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower. Pada kasus pembunuhan 

berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah 

Joshua Hutarabarat tahun 2022 melibatkan peran seorang Justice Collaborator. 

Peran tersebut dimainkan oleh terdakwa lain yaitu Bharada Richard Eliezer.19 

Kemunculan peran Justice Collaborator pada kasus ini membuat peran 

tersebut menjadi hangat dibicarakan, padahal jarang terdengar peran Istimewa 

tersebut. Kelayakan dan klasifikasi peran tersebut turut ditanyakan oleh para 

ahli hukum dan Masyarakat. Pada praktiknya, Bharada E membantu jalannya 

persidangan layaknya seorang saksi pelaku atau Justice Collaborator. Ia 

 
18 Ibid., hlm. 271. 
19 Febriyan, “Tetapkan Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator, Ini Pertimbangan 

Hakim” Diakses Pada Tetapkan Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator, Ini Pertimbangan 

Hakim - Nasional Tempo.co 03 September 2024, pada pukul 13.20. 

https://nasional.tempo.co/read/1691771/tetapkan-richard-eliezer-sebagai-justice-collaborator-ini-pertimbangan-hakim
https://nasional.tempo.co/read/1691771/tetapkan-richard-eliezer-sebagai-justice-collaborator-ini-pertimbangan-hakim
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membantu mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam kasus tersebut yang 

sulit dipecahkan karena kasus tersebut merupakan kasus yang rumit.20   

Pada kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen pada tahun 2009 

dengan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa beliau meninggal oleh 

suatu pembunuhan berencana. Pada bulan Oktober 2009, Penuntut Umum 

dalam kasus pembunuhan ini, menghadirkan saksi mahkota untuk 

mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa, Sigid Haryo. Saksi 

tersebut, salah satunya merupakan mantan ketua KPK, Antasari Azhar, dan 

saksi mahkota yang kedua adalah Kombes Williardi Wizard. Keberatan 

diajukan oleh penasihat hukum Sigid Haryo Wibisono terkait penghadiran 

saksi mahkota dalam kasus ini.21 Pada eksepsi yang diajukan pada 15 Oktober 

2009, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa tindakan menghadirkan 

saksi mahkota tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada dasarnya 

menyatakan bahwa terdakwa yang terlibat bersama-sama tidak dapat 

memberikan kesaksian dan berhak menolak untuk menjadi saksi. Namun pada 

22 oktober 2009 eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan yang tertuang pada putusan sela. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan, mengenai penggunaan saksi mahkota, itu dibenarkan dalam rangka 

 
20 Fitria Chusna Farisa, “Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir 

J, Apa Saja Keuntungannya?” Diakses Pada Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus 

Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya? (kompas.com) 03 September 2024, pada pukul 13.45. 
21 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus 

Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” Jurnal Serambi Hukum (Agustus 2016), 

Vol. 10, No. 02. hlm. 66. Diakses Pada 163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf 

(neliti.com) 03 September 2024. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/19165661/bharada-e-hendak-jadi-justice-collaborator-di-kasus-brigadir-j-apa-saja
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/19165661/bharada-e-hendak-jadi-justice-collaborator-di-kasus-brigadir-j-apa-saja
https://media.neliti.com/media/publications/163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf
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penegakkan keadilan. Hal tersebut juga juga tertuang dalam yurisprudensi 

Mahkamah Agung (MA), seperti halnya yurisprudensi lain tentang nonself-

criminalization yang diungkapkan tim penasihat hukum terdakwa, Sigid Haryo 

Wibisono.22 

Pada kasus Whistleblower, Roni Wijaya, mantan direktur PT Dutasari 

Citralaras, memiliki peran yang sangat penting sebagai whistleblower dalam 

pengungkapan kasus korupsi besar yang melibatkan proyek Pusat Pendidikan, 

Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Pada 

posisinya sebagai whistleblower, Roni menjadi saksi kunci yang berani 

mengungkap berbagai penyimpangan dan korupsi yang terjadi, khususnya 

yang melibatkan Mahfud Suroso, seorang tokoh sentral dalam skandal ini. 

Kesaksian Roni tidak hanya memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga secara jelas 

memperlihatkan bagaimana aliran dana yang dikorupsi mengalir dalam proyek 

Hambalang. Dengan informasi yang diberikan oleh Roni, KPK berhasil 

mengungkap seluruh skema korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, dan 

memberikan gambaran yang lebih terang mengenai mekanisme kejahatan yang 

dilakukan. Pengakuan Roni membantu membongkar korupsi yang merugikan 

negara, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap 

Mahfud Suroso dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.23 

 
22 Ibid., hlm 67. 
23 Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, “Urgensi Konsep Pembaruan 

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Hukum 

IUS QUIA IUSTUM (September 2023), Vol. 30, No. 03. hlm. 585. Diakses Pada View of Urgensi 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/23198/15816
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Ketiga peran yang telah disebutkan di atas, yaitu Justice Collaborator, Saksi 

Mahkota, dan Whistleblower, merupakan peran-peran saksi yang memiliki 

perbedaan mendasar yang sangat signifikan, dan perbedaan-perbedaan ini 

sering kali tidak dipahami dengan baik oleh banyak orang. Perbedaan-

perbedaan ini dapat terlihat dari berbagai aspek, seperti kualifikasi yang harus 

dipenuhi oleh setiap jenis saksi, kontribusi yang diberikan dalam proses 

pembuktian suatu tindak pidana, serta perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pihak tersebut. Misalnya, Justice Collaborator adalah seorang pelaku 

tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

mengungkap kejahatan yang lebih besar, sementara Saksi Mahkota adalah 

seorang terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam 

kasus yang sama.24 Di sisi lain, Whistleblower adalah individu yang 

melaporkan adanya penyimpangan atau tindakan ilegal di dalam suatu 

organisasi, sering kali menghadapi risiko besar bagi dirinya sendiri.  

Setiap peran ini juga mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda-beda, 

yang disesuaikan dengan tingkat kontribusi dalam mengungkap kasus yang 

rumit. Karena ketiga peran ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan 

sering kali tidak dikenal luas oleh masyarakat umum, sering terjadi 

kesalahpahaman dan kebingungan dalam mengartikan istilah-istilah ini. Orang 

awam mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya peran masing-

 
Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia (uii.ac.id) 03 September 2024. 
24 Hidayatullah, Op. cit., hlm. 40. 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/23198/15816
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/23198/15816
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masing saksi ini dalam proses peradilan, atau bagaimana perbedaan di antara 

ketiganya dapat mempengaruhi jalannya dan hasil dari sebuah kasus pidana. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul “Analisis Perbandingan Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan 

Whistleblower dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana” agar dapat 

mengetahuii dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan antara Justice 

Collaborator, Saksi Mahkota, dan Whistleblower, terutama dalam konteks 

proses pembuktian tindak pidana. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan Justice Collaborator, Saksi Mahkota, dan 

Whistleblower?  

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Justice 

Collaborator, Saksi Mahkota, dan Whistleblower? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis perbandingan Justice Collaborator, Saksi 

Mahkota dan Whistleblower. 
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2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh 

Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower yang diatur dalam 

undang-undang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat membantu para pihak terkhusus 

akademisi dalam bidang hukum pidana dan dapat menjadi acuan terhadap 

penelitian selanjutnya sebagi bentuk pemberian karya ilmiah dam bidang 

hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan 

masyarakat Indonesia terkait peran-peran spesial saksi dalam proses 

pembuktian tindak pidana serta dapat menjadi suatu bentuk kajian bagi 

aparat penegak hukum di Indonesia.  

3. Diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan 

studi di program sarjana strata satu Pada Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan 

membatasi area penelitian.25 Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian 

dengan menitikberatkan pada perbandingan Justice Collaborator, Saksi 

Mahkota dan Whistleblower dalam segi kualifikasi, kontribusi serta 

perlindungan hukum dari ketiganya. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) 

ciri, yaitu (a) teori teori hukum, (b) asas asas hukum, (c) doktrin hukum, dan 

(d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.26  

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, 

adalah teori teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam 

berbagai kajian dan temuan.27 Adapun teori yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan 

mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan 

mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan 

tersebut. Berdasarkan konsep ini, Rahardjo mendefinisikan perlindungan 

 
25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 

2011), hlm. 11. 
26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 79. 
27 Ibid., hlm. 79. 
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hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan 

memberikan hak asasi manusia berupa kekuasaan kepada orang tersebut 

untuk bertindak demi kepentingannya.28  

Teori ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum 

dan keamanan bagi saksi yang memberikan kesaksian penting dalam proses 

peradilan pidana. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa 

saksi tidak terancam atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Teori ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum 

yang didapatkan oleh Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan 

Whistleblower yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.  

2. Teori Perbandingan 

Barda Nawawi mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah 

ilmu yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem 

hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Hal ini bertujuan untuk 

menemukan kesimpulan hukum dari berbagai sudut pandang untuk 

mencapai kebenaran. 

Menurut Sjachran Basah dalam bukunya, perbandingan adalah suatu 

metode penelitian atau analisis dengan cara membandingkan dua atau lebih 

objek kajian untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman tentang 

objek yang diteliti. Pada perbandingan ini, objek yang dibandingkan sudah 

 
28 Tim Hukum Online. 2022. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. 

Diakses pada https://shorturl.at/jWUlK 19 Agustus 2024, pada pukul 23.32. 

https://shorturl.at/jWUlK
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diketahui sebelumnya, namun pengetahuan tersebut mungkin belum 

sepenuhnya jelas dan terdefinisi.29 

Pada perspektif ilmu hukum, perbandingan memiliki karakteristik 

yang berbeda dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Suarjati Hartono 

menyatakan bahwa tidak ada definisi khusus mengenai perbandingan, baik 

dari sudut pandang undang-undang, literatur, maupun pendapat para ahli. 

Perbandingan hanya dianggap sebagai suatu metode yang dapat diambil dari 

ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun, terdapat dua pandangan tentang 

perbandingan hukum: ada yang menganggapnya sebagai sekadar metode 

penelitian, dan ada juga yang melihatnya sebagai suatu bidang ilmu hukum 

yang mandiri.30 

Teori ini mengkaji perbandingan antara Justice Collaborator, Saksi 

Mahkota, dan Whistleblower dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus 

pada aspek kualifikasi yang diperlukan, kontribusi masing-masing dalam 

proses pengungkapan dan pembuktian tindak pidana, serta perlindungan 

hukum yang diberikan. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran unik 

dari masing-masing jenis saksi dalam penegakan hukum dan 

mengeksplorasi bagaimana perbedaan serta persamaan di antara ketiganya 

dapat memengaruhi jalannya peradilan dan pencapaian keadilan. 

 
29 Heri Jamadar Doris, “Perbandingan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Era 

Desentralisasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat,” (Tesis Magister Universitas 

Lampung, Lampung, 2019), hlm. 18. 
30 Ibid., hlm. 18. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang 

bermaksud dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang telah 

ada sebelumnya atau disebut dengan penelitian kepustakaan berkaitan 

dengan analisis perbandingan Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan 

Whistleblower dalam proses pembuktian pidana. Analisis yuridis normatif 

pada dasarnya mengedepankan penggunaan metode deduktif sebagai 

pendekatan utama, dengan metode induktif sebagai pelengkap dalam 

proses penelitian. Pada analisis ini, bahan-bahan dari literatur hukum 

menjadi sumber data utama yang digunakan untuk mendukung 

penelitian.31 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk 

menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan Justice 

Collaborator, Saksi Mahkota, dan Whistleblower dalam sistem 

peradilan pidana. Fokus dari analisis ini adalah untuk melihat 

bagaimana ketentuan hukum ini berfungsi dalam konteks sistem 

peradilan pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa 

 
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali 

Pers., 2010), hlm.166. 
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peraturan yang ada memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak-

pihak yang terlibat. 

b. Pendekatan Perbandingan 

Pendekatan perbandingan akan digunakan untuk membandingkan 

karakteristik, kontribusi, dan perlindungan hukum antara Justice 

Collaborator, Saksi Mahkota, dan Whistleblower. Karakteristik yang 

dimaksud mencakup ciri-ciri dan peran masing-masing pihak dalam 

proses hukum. Kontribusi merujuk pada dampak yang dihasilkan oleh 

ketiga pihak dalam upaya penegakan hukum dan pengungkapan 

kejahatan. Sementara itu, perlindungan hukum menggambarkan 

mekanisme hukum yang ada untuk menjaga hak dan keselamatan 

ketiganya selama terlibat dalam sistem peradilan. Dengan 

membandingkan ketiga aspek ini, diharapkan analisis ini dapat 

mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara ketiga pihak 

tersebut, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai 

fungsi dan posisi masing-masing dalam konteks keadilan pidana. 

c. Pendekatan Kasus 

  Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait 

dengan kasus-kasus hukum yang terdapat peran Justice Collaborator, 

Saksi Mahkota dan Whistleblower. Pendekatan ini akan berguna untuk 

meneliti dan menganalisis bagaimana peran-peran tersebut dari segi 

spesifikasi, efesiensi, perlindungan dan lain-lainnya. Kasus tersebut 
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merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan tetap atau inkracht. 

3. Bahan Penelitian  

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya sangat bergantung pada jenis 

data yang digunakan. Pada penelitian hukum normatif, yang hanya berfokus 

pada data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier, proses pengolahan dan analisis bahan hukum 

tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai metode penafsiran yang ada 

dalam disiplin ilmu hukum.32 

a. Bahan Hukum Primer  

1) Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. LN. 1958 Nomor 127, TLN. Nomor 1660. 

3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. LN. 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 

3209. 

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. LN. 2014 Nomor 293, TLN. Nomor 5602. 

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang 

Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi 

 
32 Ibid., hlm. 166. 
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Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) Di dalam Perkara 

Tindak Pidana Tententu. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

1) Buku Kepustakaan  

2) Jurnal  

3) Artikel  

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3) Ensiklopedia 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan berasal dari data sekunder, di mana pengumpulan 

datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan 

bahan-bahan yang sudah terdokumentasi secara tertulis yang dikenal sebagai 

"bahan hukum." 

5. Teknik Analisis Bahan 

Metode analisis bahan yang cocok untuk penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat 

kualitatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
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perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang 

berkembang dan diterima dalam masyarakat.33 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh melalui metode berpikir deduktif didasarkan 

pada prinsip-prinsip umum yang kemudian digunakan untuk menarik 

kesimpulan yang lebih spesifik. Kesimpulan juga diambil dari hubungan pada 

kasus-kasus yang diteliti sehingga dapat terlihat bagaimana perbandingan 

dari Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower.34 

 

  

 
33 Zainuddin Ali, Op. cit., hlm. 105. 
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI-Press., 2006), hlm. 67. 
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